PUTUSAN
Momor 1279/Pdt.G/2016/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkars tertentu pada
tingkdt pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nining Suryani, A Md.Keb. hinti Sukiman, umur 28 tahun, agama |slam,
pendidikan D3 Kebidanan, pekeraan Pegawsi Honarer
{Puskesmas Dongga), tempat kediaman di RT.005 BW 002
Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebapai
Penggugat;

melawan

Wahyu Anggara bin Daryono, umur 29 tahun, agama lslam, pendidikan
SLTA, pekerjsan Swasta, tempat kediaman semula di
Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bims,

sekarang tidak dikethui secara jelas alamatnya di seluruh
Wilayah RI {Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini:

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengogugat dalam surat permohonannya tanggsl 06 September

2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didafiar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bima dengan Momeor 127%/Pd.G/2016/PA Bm tanggal 06

Seplember 2016 dengan dalil-dalil sebagal berikut

Dalam posita

|. Pada fanggal 05 Septernber 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yvang dicatat clsh Pegawsi Pencatat N-ikah
kantor Uruzan Agama kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

=

Kufipan Akta Mikah Nomor @ 464 f 58 / X| / 2011 tanggal 15 September
2011 ;
Bahwa, setelah pernikshan fersebut Penggugat dengan Tergugat
berternpat tinggal di rumah asrama Ambarawa Jawa Tengah selama &
bulan, kemudian pindah dan berempat tinggal di Desa Kananga
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sejak bulan Maret 2012 sampai
=ekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang
anak bemama . Sabhirma Murul lzza (F) umur 3 tahun 11 bulan, lahic 8
Mopember 2012 ;

Bahwa, sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-
menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga dizebabkan

a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;

b. Tergugat suka minum-minuman keras dan barjudi

€. Tergugat suka berselingkub

d. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat
Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Dezember 2012 yang
akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan
saat i . Selama ity Tergugat tidak pemah pulang dan tidak  mengiimkan
kabar berita serta tidak pemah menjamin nafkah lahir batin Fenggugat
hingga sekarang, sehingga Penggugat merasa menderita Ishir batin:
Bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa kanangan Kecamatan
Bolo Kab.Bima MNomor 781/62/X/2016 tanggal 06 September yang
menyatakan bahwa Tergugat dahulu pemah berdomisili  dialamat
sebagaimana tersebul diatas namun sekarang  tidak diketahui lagi
alamtnya (Ghaib);

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugatl namun
ticlak berhasil - ‘

Hal. 2 darf 12 hal. Putusan Nomor 1279/Fdt G/2016/PA.Bm
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S=mwz Penggugat dengan Tergugat sudah pemah diupaya damaikan oleh
s=u=roa dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil |

S=rdzsarkan  alasanidalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
== =0 Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
—=wa=nookan putusan yang amamya berbunyi:

Ss=m Petitum

B Pt

W=nmgsbulkan gugatan Penggugat selurdhnya ;

~ Westhkan talak satu Bain Sugre Tergugat (Wahyu Anggara  bin
Z=myono) terhadap Penggugat (Nining Sunyani, A, Md. Keb. binti Sukiman);
Wesm=tzokan biava perkara sesuai aturan yang berfaku

= Set=adair
—== zau menatubkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
JEmen=scsn Majelis Hakim.

E]

S=-w= p=ds hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah
= Tenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
mEemr=ser k2 muka sidang dan tidak pola mengutus orang lain sebagai
e sse hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh
e Fenonantl Pengadilan Agama Bima yang relaas panggilannya Nomor
=S E208/PABmM tanagal 14 September 2016, dan tanggal 14 Oktober
5 S z=ri= fidak terbukdi ketidakhadirannya itu dissbabkan suatu alasan
. l—un

S=es mziglis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir unfuk
== ==—=r= dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dabil
ooty untuk bercerai dengan Tergugat;

S=hw= pemeara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
== —e=ngh=dap meskipun telah dipanggil secara resmi dan  patut
SEEaTeE omulzi pemeriksaan dengan membacakan  surat  gugatan
e p2on misksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengougat)
S=owe= unfuk menguatkan  dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
P zize-alat bukti berupa ! '
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A. Surat ;

1, Fotokopi  Kanu  Tanda Penduduk  (KTP) Penggugat  MIK
5208024202880002, tanggal 27 Juni 2012 ¥ang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu cleh Ketua, diberi tanda {P.1};

2. hotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - 454/58/ 112011 dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Bima, tanggal 15
Mopember 2011, bukti surat tersebut telah diber meteraj cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang termyata sesuai, lalu oleh Ketua,
diberi tanda (P_2):

B. Saksi _

1. Murjan bin Misbahudin, umur 30 tahun, agama |slam, pendidikan D3
pekerjaan bidan, bertempat tinggal di RT.0B RW.04 Desa Bumi Bajo,
Kecamatan Dongge Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah sebagai teman Penggugat -

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terqugat tinggal bersama di
Jawa dan kemudian pindah df Sila Kananga Bolo dan telah dikarunisi
1 satu orang anak.

- Bahwa saksi ketahui saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi persalisinan
dan pertengksran disebabkan Tergugat tidak menjamin nafkah |shir
batin Penggugat, kemudian setalah terjadi pertengkaran tersebut
Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012
ningga sekarang tanpa ada kabar berita serta alamat pun tidak
diketahui secara jelas di seluruh Wilaya Rl walaupun sudah dicari
keberadaannya.

- Bahwa atas kejadian tersebut dj atas Penggugat pemah di nasehati
agar bersabar dan menunggu kedatangan dan kembalinya Tergugat
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serta rukun lagi oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak
berhasil ;

1 Muis bin A, Gani, umur 45 tahun, agama lslam, pekerjaan TN, tempat
kediaman o Kodim Bima bawah sumpahnya memberkan keterangan
sebagai berkut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sebagai Paman Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa zetelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Asrama TNl Ambarawa Jawa Tengah dan kemudian pindah di Sila
Kananga Bolo Bima dan telah dikaruniai 1 satu orang anak.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat tidak menjamin nafkah |ahir batin Penggugat,
Tergugat dikeluarkan dari TNI, kemudian setelah terjadi pertengkaran
tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sejak
tahun 2012 hingaa sekarang fanpa ada kabar berita serta alamat pun
tidak diketahui secara jelas di seluruh Wilayah RI walaupun sudah
diupayakan mencarinya,

- Bahwa aias kejadian tersebut diatas Fenggugat pernah dinasshati
agar bersabar dan menunggu kedatangan dan kembalinya Tergugat
serta rukun lagi oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak
berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu
tidak dizebabkan cleh suatu halangan yang sah;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipangoil secara resmi dan
patut akan fetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permaohonan tersebut harnus diperiksa secara versiek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatubkan fanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Paszal 143 ayat (1) R.Bg
vaitu ‘[I}LJTUEEI'I yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-datil gugatannya,

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
telah mengajukan bukti sural dan 2 {dua) orang saksi. Bukti surat Penggugat
P.1 dan P.2 berupa folokopi dan suatu akta otentik, telah dicocokkan dan lalah
bemmeteral cukup, Oleh karenanya harus dinyatakan bukl tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana maksud
Pasal Pasal 285 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
Tashun 1985 Tentang Eea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat
diperimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukii P.1, berupa folokopi Kartu Tanda
FPenduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Ofeh
karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota
Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nemor 2 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Maomer 50
Tahun 2008, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memerksa dan
mengadili parkara a quo,

Menimbang, babwa terkait dengan cerai gugal, terlebih  dahulu
dipertimbangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berhubungan
dalam hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana sesuai pula dengan alat
bukti surat P.2 yang merupakan akta otentk dengan nilai pembuktian yang
sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 05 September 2011;

Hal, 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1279%Pdt G/2016/FPA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



R e

|

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut
Penggugat telah menghadikan 2 {dua) orang saksi, yang mana di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokcknya menguatkan
slasan perceraian =ebagaimana yang didalilkan aleh Penggugat tersebut, dan
szksi baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal
171,307 308,308 R.Bag., oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut
didasarkan atas pengetahuan sendirl adanya ketidakharmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, berupa perselisihan dan  pertengkaran yang
berakipat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta saling
mendukiing satu sama Isin, maka kesaksian telah memenuhi unsur
kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan
sebagai alat bukti, zerta dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktl —bukii tersebut di atas Majelis
Hakim telah menemukan fakia dalam persidangan ini yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terkait dalam perkawinan yang sah;

2, Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis
karena Tergugat teiah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012
hingoa sekarang ;

3, Bahwa Penggugat telah divsahadamaikan dan dinasshati agar menunggu
kembalinya Tergugat namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti Penggugat dan
Tergugat sebagai =uami istdi  yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan
berkualitas untuk berindak sebagai pihak dalam perkara in;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat
dan Tergugat =ebagai pasangan suami istri, maka menjadi logis permohonan
yang digjukan oleh Fenggugat, karena menurut logika hukum fidak mungkin
sda permohonan parceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya,
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Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentean Pasal 32 ayat
(1} dan {2} Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal
78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukurm |slam Tabun 1991, dimana kedua aturan
tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang
tetap,_:maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga
yang bahagia hamslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang
meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri
tidesk berada dalam =atu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat
dibenarkan, maka keadaan tersebut merupskan indikasi telah  teradi

disharmenis dalam keluarga tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia-fakta yang telah terbukti dapat
disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat
melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh
karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana
dituntutkan rﬁ!alarn Al-Qur'an Surat al-Bagarah ayat 229 yang berbunvi:

o 238 e pln SR Dl 550s L Y s 1
Artinys: "Apabila menurut pertimbangan kamu seksalian bahwa antara suami
istri tidak mungkin lagl dapat menegakkan hukum-hukum Allah
(mengenai hak dan kewajiban suami isti dalam rumah tangga), maka
tidaklah berdosa jika istri menebus dirnya unfuk bercerai.”;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakia hukum di atas pula, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga FPenggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudsh pecah karena telah terjadi perselisinan
dan perengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dinikunkan dalam satu rumah tangga (broken marage) sehingga
mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud
dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat
Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomar 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAVV. pernah bersabda bahwa sesuaiu

yang halal namun sangatl dibenci Allah SWT. adalah perceraian, ini
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mengizyaratkan wajibnya memperiahankan keutuhan rumah tangga, Mamun
demikian dalam hal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah
tidak harmoniz dan  fidek mungkin  disatukan lagi  tersebut, apabila
dipertahankan justiu akan membawa dampak negatif yang lebih besar terhadap
k=dua belah pihak atau setidak tidaknya terhadap pihak Penggugat, maka
parceraian dapat dibenarkan. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum
Islam. Musthofa As Siba'i. sebagaimana tersebut dalam kitab AF Mar'afu
Baina Al Fighi Wa Al Qonuni halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang
menyatakan: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam
mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari
masalah apakah sebab-sebab terjadinya periengkaran ini besar atau kecil,
narmun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah
tangga antara suami ister ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi merska
pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh
ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah pula memenuhi
noma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Figh Sunnah Juz 1l halaman
290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

el

ane o W L2 GlAY) 8, 'E«’Jll' B e A e LF-:J.-.JI 5l labyea it 3
sl o il L AW o B oy Wl e 2 i g
Artinya: "Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan
isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami
ister] tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang
menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan merska,
maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”,
Meanimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung Rl Nomor 375 K/ AG / 1995, tanggal 26 Maret 1897, dalam putusan
tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan,
“Bahwa suami ister yang tidak berdiam serumah lagi dan fidak ada harapan
untuk dapat hidup ukun kembali, maka rumah tangga yang sepert itu telah
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teroukti retak dan pecah dan telah memenubi alasan ceral berdasarkan Pasal
19 huruf {fy Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 18757

fMenimbang, bahwa denpan demikian fakta hokum  tersebut telah
mermenuhi salah satu alazan percersian sebagaimana diatur dalam ketentuan
Paszal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 jo. Pasal 19 huruf §
Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 1168 huruf f Kompilasi
Hukum Islarmy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pemah distubn talak, maka petitum gugatan
Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan fidak melawan hukum seria
mermenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, cleh karena it
patut dikabulkan,

Mienimbang, bahwa berdasarkan Fasal 84 Undang-undang Momor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima
diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat
Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkarn;

Menimbang, bahwa karena perkars § quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomar 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Momar 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Momor 50
tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipangoil secara resmi dan patut unfuk
menghadap sidang, tdak hadir |

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Wahyu Anggara *bin
Daryono) terhadap  Penggugat  (Nining Suryani, A. Md. Keb. bint
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Sukiman) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengiimkan
galinan putusan yang telah berkekuatan hukum fetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

untuk dicatat dafarm daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp, 356,000 - ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah I

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Januar 2017 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Lutfi Musiih, S5.Ag9.,
M.A sebagai Kelua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan
Muhamad Isna Wahyudl, S.H.,M.51,. masing-masing sebagai  Hakim
Anggota, putusan mana pada han itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis lersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibanfu oleh Maryam, BA. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

o
¥
Hakim .ﬂ.nggmﬁta”l, Ketua Majelis,
e BAETERAL |
o - _;zru'l PEL
LT aEFA
f,,-’}rr#w " .-:1:.l
‘-'; tﬂf“mﬂﬂlﬁ’ -’l.gll-llf.'l-ld.-‘

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim &nggata 1,

¥

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I,M.5.1.,

Panitera Pengganti,
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Perincian Biaya Perkara
1. Pendaftaran  Rp. 30,000

2, Froses . Rp. 850.000-
3. Panggilan . Rp. 265000 -
4. Redaksi o Rp. 5.000-
5. Meterai . Rp.  6.000-

Jumtah Rp. 358.000-

(tiga ratus lima puluh enam rbu rupiah 5
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